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Abstract
Further and deeper research into the validity of the Retroactive Principle is 
required in order to provide assertiveness about the arrangement of Retroactive 
Principles in the field of agreement law in the Indonesian legal system, especially 
the Building Rights Agreement in Agrarian Law and the existence of obscure legal 
norms in the case of the legal Notary / PPAT to the granting right of building use 
for a period of validity is reviewed according to the provisions of Article 28 of 
Regulation of Head of National Land Agency Number 2 Year 2013 concerning 
the Delegation of Authority of Land Rights and Land Registration Activity and 
by using case approach of PT. Pan Pacific Nirwana Resort. This research is 
a normative legal research that is derived from the existence of obscurity of 
legal principle and legal norm contained in the provisions of Law Number 5 
Year 1960 on Basic Agrarian Law Basic (UUPA) in the provisions of Article 
30 and Article 28 Regulation of Head of National Land Agency No. 2 of 2013 
on the Delegation of Authority of Land Rights and Land Registration Activities. 
The conclusion of this research in Agrarian Law there is legal uncertainty in 
the concept of law building rights agreement with a period of time that is still 
running and the future is approved by a new regulation by the government which 
caused the previous agreement to occur normatively contradictory whether 
using retroactive or non-retroactive principle and the validity of deed Notary / 
PPAT in the granting of right to building to limited liability company which is 
still valid time is reviewed according to UUPA, Article 28 Regulation of Head of 
National Land Agency Number 2 Year 2013 regarding Delegation of Authority 
of Land Rights and Land Registration Activity and Article 1320 Privat Law and 
by using approach case PT. Pan Pacific Nirwana Resort is not valid.

Keywords:  Implication of Retroactive Principle, Legality of Notary Deed /  
        PPAT, Right of Building, Limited Liability Company.

Abstrak
Penel�t�an leb�h lanjut dan mendalam terhadap keberlakuan Asas Retroakt�f 
d�perlukan dalam rangka member�kan ketegasan  tentang pengaturan Asas 
Retroakt�f  d� b�dang hukum perjanj�an dalam s�stem hukum Indones�a 
khususnya perjanj�an Hak Guna Bangunan dalam Hukum Agrar�a serta mas�h 
adanya kekaburan norma hukum dalam hal keabsahan akte Notar�s/PPAT 
terhadap Perseroan Terbatas dalam  pember�an Hak Guna Bangunan yang 
1 Program Stud� Mag�ster Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Un�vers�tas Udayana, Denpasar, Bal�, ema�l: 
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jangka waktunya mas�h berlaku d�kaj� menurut ketentuan Pasal 28 Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nas�onal Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pel�mpahan 
Kewenangan Pember�an Hak Atas Tanah Dan Keg�atan Pendaftaran Tanah 
serta dengan menggunakan pendekatan kasus PT. Pan Pasific Nirwana Resort. 
Penel�t�an �n� merupakan penel�t�an hukum normat�f yakn� beranjak dar� adanya 
kekaburan asas hukum dan norma hukum yang terdapat d� dalam ketentuan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agrar�a (UUPA) dalam ketentuan Pasal 30 dan Pasal 28 Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nas�onal No. 2 Tahun 2013 tentang Pel�mpahan Kewenangan 
Pember�an Hak Atas Tanah Dan Keg�atan Pendaftaran Tanah. Kes�mpulan 
dar� penel�t�an �n� dalam Hukum Agrar�a terdapat ket�dakpast�an hukum dalam 
konsep hukum perjanj�an Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu yang mas�h 
berjalan dan ke depannya d� sahkan suatu peraturan baru oleh pemer�ntah yang 
menyebabkan perjanj�an sebelumnya terjad� pertentangan secara normat�f apakah 
menggunakan asas retroaktif atau non retroaktif dan keabsahan Akta Notar�s/
PPAT dalam Pember�an Hak Guna Bangunan terhadap Perseroan Terbatas 
yang jangka waktunya mas�h berlaku d�kaj� menurut UUPA, Pasal 28 Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nas�onal Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pel�mpahan 
Kewenangan Pember�an Hak Atas Tanah Dan Keg�atan Pendaftaran Tanah jo 
Pasal 1320 KUH Perdata serta dengan menggunakan pendekatan kasus PT. Pan 
Pasific Nirwana Resort adalah t�dak sah. 

Kata kunc�:  Implikasi Asas Retroaktif, Keabsahan Akta Notaris/PPAT,  
          Hak Guna Bangunan, Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN
 Perkembangan keg�atan 

pern�agaan yang semak�n men�ngkat 
mengak�batkan pen�ngkatan tuntutan 
masyarakat terhadap kepast�an 
hukum serta pengembangan dun�a 
usaha. Perkembangan �n� mendorong 
kebutuhan pelayanan dar� pejabat 
umum dalam b�dang pembuatan alat 
bukt� guna menjam�n kepast�an hukum 
tersebut.2

Keg�atan perekonom�an d� 
b�dang pern�agaan ataupun propert� 
dalam transaks� dengan jen�s transaks� 
tertentu membutuhkan pelayanan 
dar� pejabat umum dalam b�dang 
2 Herl�en Bud�ono, 2013, Dasar Teknik 

Pembuatan Akta Notaris, Penerb�t PT. C�tra 
Ad�tya Bakt�, Bandung, hlm. 1

pembuatan alat bukt� guna menjam�n 
kepast�an hukum salah satunya adalah 
d� b�dang pertanahan. Contoh konkr�t 
pelayanan dar� pejabat umum yang 
berwenang sangat d�butuhkan adalah 
dalam hal jual bel� terka�t dengan 
pembuatan akta peral�han hak m�l�k 
atas tanah atau pember�an Hak Guna 
Bangunan d�atas tanah hak m�l�k 
atau tanah negara. Bentuk perbuatan 
hukum �n� harus d�lakukan dengan 
menggunakan akta Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) serta bentuknya 
d�tentukan oleh undang-undang agar 
mem�l�k� n�la� pembukt�an yang 
otent�k.3

3 Mar�a S.W. Sumardjono, 2008, Tanah Dalam 
Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 
PT. Kompas Med�a Nusantara, Jakarta, hlm.7 
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Dalam melaksanakan tugas 
untuk membuat alat bukt� mengena� 
perbuatan hukum tertentu mengena� 
hak atas tanah dan Hak M�l�k Atas 
Satuan Rumah Susun yang akan 
d�jad�kan dasar pendaftaran hak-hak 
atas tanah, tugas PPAT secara tegas 
d�atur d� dalam ketentuan Pasal 2 ayat 
(1) dan ayat (2) Peraturan Pemer�ntah 
Republ�k Indones�a Nomor 37 Tahun 
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah d�nyatakan 
bahwa: 
 PPAT bertugas pokok 

melaksanakan sebag�an keg�atan 
pendaftaran tanah dengan 
membuat akta sebaga� bukt� 
telah d�lakukannya perbuatan 
hukum tertentu mengena� hak 
atas tanah atau Hak M�l�k Atas 
Satuan Rumah Susun, yang akan 
d�jad�kan dasar bag� pendaftaran 
perubahan data pendaftaran 
tanah yang d�ak�batkan oleh 
perbuatan hukum �tu.
Perbuatan hukum sebaga�mana 

d�maksud pada ayat (1) adalah sebaga� 
ber�kut: jual bel�, tukar menukar, h�bah, 
pemasukan ke dalam perusahaan 
(�nbreng), pembag�an hak bersama, 
pember�an Hak Guna Bangunan/Hak 
Paka� atas Tanah Hak M�l�k, pember�an 
Hak Tanggungan, pember�an kuasa 
membebankan Hak Tanggungan.

Berka�tan dengan tugas PPAT 
dalam salah satu bentuk tugasnya 
adalah membuat akta pember�an 
Hak Guna Bangunan, penul�s dalam 
penel�t�an �n� menemukan adanya 

permasalahan hukum secara asas 
hukum dan normat�f. Permasalahan 
yang terjad� dalam asas hukum adalah 
terka�t dengan asas hukum perjanj�an 
yang berlaku dalam s�stem hukum 
Indones�a apakah menganut asas 
retroakt�f atau t�dak dalam hal suatu 
perjanj�an Hak Guna Bangunan d�atas 
tanah hak m�l�k perorangan dengan 
Perseroan Terbatas yang telah d�buat, 
d�sepakat� dan d�sahkan terleb�h 
dahulu dan duras� perjanj�annya 
mas�h berjalan dan d� kemud�an har� 
muncul ketentuan peraturan baru dar� 
pemer�ntah yang menyatakan ketentuan 
tersebut d�nyatakan bertentangan dan 
t�dak berlaku lag�.

Permasalahan normat�f adalah 
terka�t Hak Guna Bangunan. Secara 
normat�f Hak Guna Bangunan d�atur 
dalam ketentuan Pasal 35 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrar�a 
(selanjutnya d�sebut UUPA) d�jelaskan 
bahwa :
1. Hak Guna Bangunan adalah 

hak untuk mend�r�kan dan 
mempunya� bangunan-bangunan 
atas tanah yang bukan m�l�knya 
send�r�, dengan jangka waktu 
pal�ng lama 30 tahun.

2. Atas perm�ntaan pemegang hak 
dan dengan meng�ngat keperluan 
serta keadaan bangunan-
bangunannya, jangka waktu 
tersebut dalam ayat (1) dapat 
d�perpanjang dengan waktu 
pal�ng lama 20 tahun.
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3. Hak Guna Bangunan dapat 
beral�h dan d�al�hkan kepada 
p�hak la�n.
Berdasarkan ketentuan pasal 

d�atas jangka waktu Hak Guna 
Bangunan adalah 30 tahun dan 
kemud�an dapat d�perpanjang pal�ng 
lama 20 tahun. Persoalan normat�f 
muncul dalam penel�t�an �n� setelah 
penul�s mengkonkret�sas�kan melalu� 
pendekatan kasus dengan mengamb�l 
fakta hukum yang terjad� dengan 
beranjak dar� kasus penguasaan Hak 
Guna Bangunan oleh PT. Pan Pasific 
Nirwana Resort dengan luas 103 
Hektar.4 Hal �n� menunjukan adanya 
pertentangan secara normat�f sejak 
d�sahkannya Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nas�onal Nomor 2 Tahun 
2013 tentang Pel�mpahan Kewenangan 
Pember�an Hak Atas Tanah dan 
Pendaftaran Tanah (selanjutnya 
d�sebut Perkaban) berdasarkan pada 
ketentuan Pasal 4 dan Pasal 28 dengan 
menga�tkan terhadap akta pember�an 
Hak Guna Bangunan PT. Pan Pasific 
Nirwana Resort yang d�buat oleh 
PPAT dengan jangka waktunya mas�h 
berlaku h�ngga sekarang.

Secara leb�h spes�f�k dan leb�h 
lanjut dalam penel�t�an �n� d�lengkap� 
pula dengan pendekatan kasus untuk 
mempertegas persoalan hukum 
d�atas dan leb�h memperdalam kaj�an 
ke�lmuan yang penul�s deskr�ps�kan d� 
bawah �n�. 
4 I Made Ardana Putra, 2003, Bagaimana 

Pariwisata Budaya Mendatang? (Art�kel 
Bal�post Ed�s� 2 Januar� 2003), Data d�unduh 
pada tanggal 19 Me� 2015 Pukul 14.30 W�ta, 
avala�ble from; URL; http://www.bal�post.
co.�d/bal�postcetak/2003/1/2/op2.html

Kasus Posisi PT. Pan Pasific 
Nirwana Resort

PT. Pan Pacific Nirwana Resort 
mend�r�kan hotel yang selanjutnya 
bernama Bali N�rwana Resort dan 
berlokas� d� Tabanan. Hotel �n� 
d�d�r�kan d�atas lahan seluas 103 hektar 
dan telah menguasa� ratusan hektar 
tanah rakyat yang sekal�gus merangsek 
ke rad�us kesuc�an Pura Tanah Lot. 
Komponen par�w�sata dan pengamb�l 
keb�jakan d� sektor par�w�sata d�m�nta 
segera menghent�kan keg�atan 
mengorbankan pura sebaga� objek 
w�sata. Penggunaan fas�l�tas yang 
d�suc�kan �n� d�n�la� terd�stors� hanya 
untuk mencar� keuntungan f�nans�al 
tanpa meng�ndahkan kesakralan pura 
dan taksu Bal�. Dem�k�an terungkap 
dalam has�l rapat �nternal Kom�s� 
A DPRD Bal�, Sen�n (23/12/2002). 
Kom�s� �n� menyorot� kecenderungan 
par�w�sata budaya yang kebablasan 
menjad� b�sn�s yang hanya beror�entas� 
untuk menghas�lkan uang saja. J�ka �n� 
d�b�arkan terus, �n�lah awal yang dapat 
menghancurkan taksu tanah Bal�.

Hotel Bal� N�rwana Resort 
terletak d� atas teb�ng curam yang 
menghadap ke samudera h�nd�a dan 
Pura Tanah Lot serta menawarkan 
lapangan golf. Resort �n� menyed�akan 
kamar-kamar hun�an yang mewah 
dan 5 kolam renang outdoor yang 
tersebar d� area seluas 103 hektar. 
Resort juga menawarkan layanan 
antar-jemput terjadwal grat�s ke 
daerah kuta dan sem�nyak hotel Bal� 
N�rwana Resort berjarak hanya 200 
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meter dar� N�rwana Bal� Golf Course, 
dan 45 men�t berkendara dar� Bandara 
Internas�onal Ngurah Ra� dan terletak 
sejauh 500 meter dar� Pura Tanah Lot 
yang �ndah.5

Dar� kasus pos�s� d�atas dengan 
mel�hat pada ketentuan Pasal 4 
Perkaban Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Pel�mpahan Kewenangan 
Pember�an Hak Atas Tanah dan 
Pendaftaran Tanah menetapkan 
secara tegas batasan luas tanah untuk 
pember�an Hak Guna Bangunan yang 
dapat d�kuasa� oleh Badan Hukum 
khususnya Perseroan Terbatas. Hal �n� 
d�atur dalam ketentuan Pasal 4 huruf 
(b) d�nyatakan bahwa pember�an Hak 
Guna Bangunan untuk Badan Hukum 
atas tanah yang luasnya t�dak leb�h 
dar� 20.000 M² (dua puluh r�bu meter 
perseg�) setara dengan 2 Hektar.

Ketentuan Pasal 28 Perkaban 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Pel�mpahan Kewenangan Pember�an 
Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah 
menyatakan dengan tegas bahwa:
 Pada saat peraturan �n� mula� 

berlaku, maka Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nas�onal 
Republ�k Indones�a Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pel�mpahan 
Kewenangan Pember�an Hak 
Atas Tanah dan Keg�atan 
Pendaftaran Tanah Tertentu 
sebaga�mana telah d�ubah 
dengan Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nas�onal 
Republ�k Indones�a Nomor 3 

5  I Made Ardana Putra , 2003, Ibid

Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nas�onal Republ�k 
Indones�a Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pel�mpahan Kewenangan 
Pember�an Hak Atas Tanah dan 
Keg�atan Pendaftaran Tanah 
Tertentu dan peraturan yang 
bertentangan dengan Peraturan 
�n� d�cabut dan d�nyatakan t�dak 
berlaku lag�.
Perjanj�an pember�an Hak 

Guna Bangunan oleh PT. Pan Pasific 
Nirwana Resort apab�la d�kaj� secara 
spes�f�k kasus �n� terjad� pada tahun 
2002. Pasal 35 UUPA ayat (1) 
menyatakan bahwa hak guna bangunan 
adalah hak untuk mend�r�kan dan 
mempunya� bangunan-bangunan atas 
tanah yang bukan m�l�knya send�r�, 
dengan jangka waktu pal�ng lama 30 
tahun. Secara matemat�s berdasarkan 
penetapan jangka waktu 30 tahun oleh 
UUPA dalam pember�an Hak Guna 
Bangunan dengan pendekatan kasus 
PT. Pan Pasific Nirwana Resort h�ngga 
sekarang duras� perjanj�an Hak Guna 
Bangunan tersebut mas�h berlangsung 
dan akan berakh�r d� tahun 2032. 

Hukum Perdata dalam ka�tannya 
dengan perjanj�an, t�dak mengenal 
pr�ns�p retroaktif (undang-undang 
berlaku surut) yang d�mana perbuatan 
hukumnya terjad� terleb�h dahulu 
kemud�an baru d�sahkan peraturan 
terka�t. Hal �n� hanya d�kenal dalam 
s�stem Hukum P�dana dan khusus untuk 
kejahatan teror�sme dan pelanggaran 
Hak Asas� Manus�a (HAM) berat.
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Hak Guna Bangunan dar� PT. 
Pan Pasific Nirwana Resort terletak 
d�atas tanah seluas 103 Hektar. 
Secara otomat�s objek perjanj�an yang 
terdapat d� dalam perjanj�an Pember�an 
Hak Guna Bangunan PT. Pan Pasifik 
Nirwana Resort bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 17 UUPA jo Pasal 
4 dan Pasal 28 tentang Pel�mpahan 
Kewenangan Pember�an Hak Atas 
Tanah dan Pendaftaran Tanah.

Pasal 4 jo Pasal 28 Perkaban juga 
t�dak d�jelaskan dan membahas tentang 
substans� keabsahan akta PPAT dalam 
pember�an Hak Guna Bangunan yang 
objek perjanj�annya meleb�h� batas 
luas tanah yang telah d�tentukan oleh 
undang-undang dan jangka waktu 
perjanj�annya mas�h berlaku setelah 
Perkaban �n� d� sahkan.

Ketentuan Pasal 28 Perkaban 
dengan meng�nterpretas�kan makna 
yang terkandung dalam ketentuan 
pasal tersebut dengan menggunakan 
penafs�ran gramat�kal (bahasa), 
substans� ketentuan pasal tersebut 
seakan-akan membatalkan pendaftaran 
tanah dalam pember�an Hak Guna 
Bangunan oleh PT. Pan Pasific 
Nirwana Resort yang telah d�lakukan 
dengan menggunakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
telah ada leb�h dulu sepert� Peraturan 
Pemer�ntah No. 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah jo Peraturan 
Pemer�ntah No. 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah apab�la bertentangan 
dengan Perkaban �n�. 

Perkaban �n� sebelum 
d�sahkannya pada tahun 2013 sebaga� 
peraturan pelaksana dar� UUPA, dalam 
ketentuan Pasal 17 UUPA menganut 
s�stem pembatasan kepem�l�kan dan 
penguasaan tanah. Namun untuk 
pembatasan m�n�mum dan maks�mum 
luas tanah yang dapat d�kuasa� atau 
d�m�l�k� oleh perseorangan atau badan 
hukum pengaturannya secara lengkap 
dan tegas baru ada pada tahun 2013. 
Hal �n� tentunya akan member�kan 
dampak hukum bag� akta PPAT yang 
telah d�daftarkan sebelum adanya 
perkaban �n� dan jangka waktunya 
mas�h berlaku.

Berdasarkan pemaparan latar 
belakang d�atas menar�k bag� penul�s 
untuk menul�s judul penel�t�an 
tentang “Implikasi Asas Retroaktif 
Terhadap Keabsahan Akta Notaris/
PPAT Dalam Pemberian Hak 
Guna Bangunan Bagi Perseroan 
Terbatas”

Fokus rumusan masalah dar� 
latar belakang d�atas adalah
1. Baga�manakah Impl�kas� 

asas retroakt�f dalam hukum 
perjanj�an, khususnya perjanj�an 
pember�an hak guna bangunan 
dalam s�stem hukum pertanahan 
yang berlaku d� Indones�a 
menurut ketentuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agrar�a (UUPA) ? 

2. Baga�manakah keabsahan 
Akta Notar�s/PPAT terhadap 
Perseroan Terbatas dalam 
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pember�an Hak Guna Bangunan 
yang jangka waktunya mas�h 
berlaku d�kaj� menurut ketentuan 
Pasal 28 Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nas�onal Nomor 2 
Tahun 2013 tentang Pel�mpahan 
Kewenangan Pember�an Hak 
Atas Tanah Dan Keg�atan 
Pendaftaran Tanah dan dengan 
pendekatan kasus PT. Pan Pasific 
Nirwana Resort? Or�g�nal�tas 
penel�t�an yang mengungkapkan 
penel�t�an-penel�t�an terdahulu 
dalam penel�t�an �n� sebaga� 
ber�kut: pertama dar� jurnal 
mag�ster hukum udayana 
(udayana master law journal) 
berjudul pengawasan notar�s oleh 
majel�s pengawas notar�s daerah 
pasca putusan M.K.NO.49/
PUU-X/2012 oleh dewa nyoman 
ra� asmara putra6. Kedua dar� 
jurnal d�nam�ka hukum berjudul 
eks�stens� hak pengelolaan 
atas tanah (HPL) dan real�tas 
pembangunan Indones�a oleh 
el�ta rahm�.7 Perbedaan penel�t�an 

6  ASMARA PUTRA, Dewa Nyoman Ra�. 
PENGAWASAN NOTARIS OLEH 
MAJELIS PENGAWAS NOTARIS 
DAERAH PASCA PUTUSAN M.K.NO. 
49/PUU-X/2012.Jurnal Magister 
Hukum Udayana (Udayana Master 
Law Journal), vol.5 no.4 ed�s� desember 
2016. http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/
jmhu/artocle/v�ew/33077>. D�akses 
tanggal: 22 jan. 2017. do�: https://do�.
org/10.24843/JMHU.2016.v05,�04.p11.

7 RAHMI, El�ta. Eks�stens� Hak 
Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan 
Real�tas Pembangunan Indones�a. Jurnal 
Dinamika Hukum, vol.10 no.3 ed�s� 
september 2010. http://d�nam�kahukum.

�n� dar� penel�t�an sebelumnya 
ya�tu penel�t�an �n� menganal�s�s 
�mpl�kas� retroakt�f pember�an 
hak bangunan bag� perseroan 
terbatas.
Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah 

Untuk mendeskr�ps�kan dan melakukan 
anal�s�s secara komprehens�f tentang 
Impl�kas� asas retroakt�f dalam hukum 
perjanj�an, khususnya perjanj�an 
pember�an Hak Guna Bangunan dalam 
s�stem hukum pertanahan yang berlaku 
d� Indones�a menurut ketentuan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agrar�a (UUPA) dan keabsahan Akta 
Notar�s/PPAT terhadap Perseroan 
Terbatas dalam pember�an Hak Guna 
Bangunan yang jangka waktunya 
mas�h berlaku d�kaj� menurut 
ketentuan Pasal 28 Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nas�onal Nomor 
2 Tahun 2013 tentang Pel�mpahan 
Kewenangan Pember�an Hak Atas 
Tanah Dan Keg�atan Pendaftaran 
Tanah serta dengan pendekatan kasus 
PT. Pan Pasific Nirwana Resort.

II.  METODE PENELITIAN
Penel�t�an �n� menggunakan 

metode penel�t�an hukum normat�f 
dengan beranjak dar� adanya kekaburan 
asas hukum dan norma hukum.8 

fh.unsoed.ac.�d/�ndex.php/JDH/art�cle/
v�ew/104>. D�skes tanggal 22 jan. 
2017. do�: http://dx.do�.org/10.20884/1.
jdh.2010.10.3.104

8 Jhony Ibrah�m, 2005, Teori & Metodelogi 
Penelitian Hukum Normatif” Surabaya,  hlm. 
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Pendekatan dalam penel�t�an �n� 
menggunakan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan anal�s�s konsep 
hukum dan pendekatan kasus. Bahan 
hukum yang d�gunakan terd�r� dar� 
bahan hukum pr�mer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum ters�er. 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Implikasi Asas Retroaktif 

Dalam Hukum Perjanjian, 
Khususnya Perjanjian 
Pemberian Hak Guna 
Bangunan Dalam Sistem 
Hukum Pertanahan Yang 
Berlaku Di Indonesia Menurut 
Ketentuan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria (UUPA). 
Indones�a adalah Negara 

Hukum d�mana set�ap warga negara 
yang t�nggal d� Indones�a waj�b 
mentaat� hukum yang berlaku. Hukum 
perjanj�an d�atur dalam ketentuan Pasal 
1331 K�tab Undang-Undang Hukum 
Perdata Indones�a. 

Hukum perjanj�an yang terdapat 
d� Indones�a d�jelaskan bahwa 
perjanj�an atau kontrak merupakan 
suatu per�st�wa d� mana dua belah p�hak 
sal�ng berjanj� untuk melaksanakan 
suatu hal dan perjanj�an �tu berlaku 
sebaga� suatu undang-undang bag� 
p�hak yang sal�ng meng�katkan d�r� 
dalam perjanj�an, serta mengak�batkan 
t�mbulnya suatu hubungan antara 
dua p�hak tersebut yang d�namakan 
per�katan. Perjanj�an �tu menerb�tkan 

suatu per�katan antara dua orang 
atau dua p�hak yang membuatnya. 
Perjanj�an dalam bentuknya dapat 
berupa suatu rangka�an perkataan 
yang mengandung janj�-janj� atau 
kesanggupan yang d�ucapkan atau 
d�tul�s. 

Hukum Perdata dalam konsep-
konsepnya terka�t dengan hukum 
perjanj�an t�dak d�jelaskan atau 
mengenal pr�ns�p retroaktif (udang-
undang berlaku surut). Asas Retroakt�f 
adalah pemberlakuan suatu undang-
undang setelah terjad�nya per�st�wa 
hukum. Hal �n� juga terjad� kesamaan 
dengan perjanj�an pember�an Hak 
Guna Bangunan yang terdapat d� 
dalam ketentuan UUPA yang t�dak 
member�kan penjelasan secara tegas 
tentang status hukum Asas Retroakt�f 
dalam perjanj�an d� b�dang pertanahan 
secara spes�f�k. 

Asas Retroakt�f hanya d�kenal 
dalam s�stem Hukum P�dana 
khususnya berka�tan dengan kasus 
teror�sme dan pelanggaran HAM berat 
(extra ordinary crime). Asas Retroakt�f 
pemberlakuannya pada Hukum P�dana 
Indones�a hanya b�sa d�terapkan pada 
Hukum P�dana Mater��l dan Asas 
Retroakt�f t�dak b�sa d�berlakukan 
pada Hukum P�dana Form�l secara 
umum namun dapat d�berlakukan Pada 
Hukum P�dana Form�l secara khusus.9

Asas hukum secara teor�t�s dapat 

9 CAHYA WIDYANTARA, Pande I Putu; SRI 
INDRAWATI, Anak Agung. PEMBERLAKUAN 
ASAS RETROAKTIF DALAM HUKUM PIDANA 
INDONESIA. Kertha Wicara, vol.5 no.2 ed�s� jun� 
2015. <http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/kerthaw�cara/
art�cle/v�ew/14330>
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d�bedakan menjad� dua:
1. Asas Hukum Konst�tut�f adalah 

asas yang harus ada dalam 
suatu s�stem hukum dan tanpa 
eks�stens�nya sesuatu t�dak 
merupakan norma hukum.

2. Asas Hukum Regulat�f adalah 
asas �n� d�perlukan untuk dapat 
berprosesnya s�stem hukum, 
tanpa eks�stens�nya maka hukum 
akan menghas�lkan ket�dak-
ad�lan.10

Asas Hukum Konst�tut�f 
merupakan representas� dar� asas 
legal�tas dan jangka waktu perjanj�an 
Hak Guna Bangunan telah d�atur 
d� dalam ketentuan Pasal 35 ayat 
(1) UUPA. Asas Hukum Regulat�f 
�n� oleh penel�t� belum terdapat 
kejelasan dalam hukum perjanj�an, 
khususnya perjanj�an pember�an hak 
guna bangunan dalam s�stem hukum 
pertanahan yang berlaku d� �ndones�a 
menurut ketentuan undang-undang 
nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agrar�a.

Dalam hukum perdata dan 
s�stem hukum pertanahan yang berlaku 
d� Indones�a ke depan hendaknya 
member�kan ketegasan dan kepast�an 
hukum terka�t dengan perjanj�an-
perjanj�an d� b�dang pertanahan 
yang d� dalamnya mem�l�k� duras� 
waktu berlakunya suatu perjanj�an 
dan d� kemud�an har� d�sahkan 
ketentuan peraturan yang baru tentang 

10  Soerjono Soekanto dan Sr� Mamudj�, 2011, 
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, PT. Raja Graf�ndo Persada, Jakarta, 
hlm.68

keberadaan perjanj�an yang d�buat 
sebelumnya apakah menggunakan asas 
retroakt�f atau t�dak dalam hal adanya 
pertentangan setelah t�mbulnya aturan 
baru yang d�sahkan.
3.2. Keabsahan Akta Notaris/

PPAT Terhadap Perseroan 
Terbatas Dalam Pemberian 
Hak Guna Bangunan Yang 
Jangka Waktunya Masih 
Berlaku Dikaji Menurut 
Ketentuan Pasal 28 Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 2 Tahun 
2013 Tentang Pelimpahan 
Kewenangan Pemberian Hak 
Atas Tanah Dan Kegiatan 
Pendaftaran Tanah Serta 
Dengan Pendekatan Kasus PT. 
Pan Pasific Nirwana Resort.
Ketentuan Undang-Undang 

Republ�k Indones�a Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan dalam Pasal 8 
ayat (1) d�nyatakan bahwa :
 Jen�s peraturan perundang-

undangan sela�n sebaga�mana 
d�maksud dalam Pasal 7 
ayat (1) mencakup peraturan 
yang d�tetapkan oleh Majel�s 
Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwak�lan Rakyat, 
Dewan Perwak�lan Daerah, 
Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konst�tus�, Badan Pemer�ksa 
Keuangan, Kom�s� Yud�s�al, 
Bank Indones�a, Menter�, badan, 
lembaga, atau kom�s� yang 
set�ngkat yang d�bentuk dengan 
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Undang-Undang atau Pemer�ntah 
atas per�ntah Undang-Undang, 
Dewan Perwak�lan Rakyat 
Daerah Prov�ns�, Gubernur, 
Dewan Perwak�lan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, Bupat�/
Wal�kota, Kepala Desa atau yang 
set�ngkat.

 Dalam penjelasan pasal dem� 
pasal ketentuan Pasal 8 ayat 
(1) d�nyatakan bahwa yang 
d�maksud dengan “Peraturan 
Menter�” adalah peraturan 
yang d�tetapkan oleh menter� 
berdasarkan mater� muatan dalam 
rangka penyelenggaraan urusan 
tertentu dalam pemer�ntahan.

Berdasarkan substans� dalam 
ketentuan Pasal 8 d�atas penul�s 
berpandangan bahwa Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nas�onal Nomor 
2 Tahun 2013 tentang Pel�mpahan 
Kewenangan Pember�an Hak Atas 
Tanah Dan Keg�atan Pendaftaran 
Tanah adalah sah sebaga� peraturan 
perundang-undangan dalam s�stem 
hukum yang berlaku d� Indones�a.

Sejak d�sahkannya Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nas�onal 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Pel�mpahan Kewenangan Pember�an 
Hak Atas Tanah Dan Keg�atan 
Pendaftaran Tanah dalam ketentuan 
Pasal 28 d�nyatakan secara tegas 
bahwa :
 Pada saat peraturan �n� mula� 

berlaku, maka Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nas�onal 

Republ�k Indones�a Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pel�mpahan 
Kewenangan Pember�an Hak 
Atas Tanah dan Keg�atan 
Pendaftaran Tanah Tertentu 
sebaga�mana telah d�ubah 
dengan Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nas�onal 
Republ�k Indones�a Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nas�onal Republ�k 
Indones�a Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pel�mpahan Kewenangan 
Pember�an Hak Atas Tanah dan 
Keg�atan Pendaftaran Tanah 
Tertentu dan peraturan yang 
bertentangan dengan Peraturan 
�n� d�cabut dan d�nyatakan t�dak 
berlaku lag�.
Penjelasan pasal dem� pasal 

ketentuan Pasal 28 Perkaban �n� adalah 
cukup jelas. 

Penul�s berpandangan terka�t 
dengan makna yang terdapat d� 
dalam ketentuan Pasal 28 Perkaban 
d�atas mas�h terjad� kekaburan norma 
hukum dengan t�dak d�jelaskannya 
tentang keabsahan akta PPAT dalam 
pember�an Hak Guna Bangunan yang 
boyak perjanj�annya meleb�h� batas 
luas tanah yang telah d�tentukan oleh 
undang-undang dan jangka waktu 
perjanj�annya mas�h berlaku setelah 
Perkaban �n� d� sahkan. 

Ketentuan Pasal 28 Perkaban 
d�atas dengan meng�nterpretas�kan 
makna yang terkandung dalam 
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ketentuan pasal tersebut dengan 
penafs�ran gramat�kal (bahasa), 
substans� ketentuan pasal d�atas 
seakan-akan membatalkan pendaftaran 
tanah terka�t pember�an Hak Guna 
Bangunan d�atas tanah seluas 103 
Hektar dengan pemegang hak PT. 
Pan Pasific Nirwana Resort yang 
telah d�lakukan dengan menggunakan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang telah ada leb�h dulu 
sepert� Peraturan Pemer�ntah No. 
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah jo Peraturan Pemer�ntah No. 
37 Tahun 1998 tentang Peraturan 
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
apab�la bertentangan dengan Perkaban 
�n�. Pasal 4 Perkaban Nomor 2 Tahun 
2013 tentang Pel�mpahan Kewenangan 
Pember�an Hak Atas Tanah dan 
Pendaftaran Tanah menetapkan 
secara tegas batasan luas tanah untuk 
pember�an Hak Guna Bangunan yang 
dapat d�kuasa� oleh Badan Hukum 
dalam hal �n� Perseroan Terbatas. Hal 
�n� d�atur dalam ketentuan Pasal 4 huruf 
(b) d�nyatakan bahwa pember�an Hak 
Guna Bangunan untuk badan hukum 
atas tanah yang luasnya t�dak leb�h 
dar� 20.000 M² (dua puluh r�bu meter 
perseg�) setara dengan 2 Hektar.

Pembentukan norma dalam suatu 
aturan peraturan perundang-undangan 
hendaknya member�kan jam�nan 
kepast�an hukum, kemanfaatan, dan 
kead�lan. Menurut Teor� Kepast�an 
Hukum dar� Utrecht yang penul�s 
gunakan untuk mengkaj� permasalahan 
dalam penel�t�an �n�, d�jelaskan bahwa 

teor� kepast�an hukum mem�l�k� 2 
(dua) substans� pent�ng. Substans� 
yang pertama adalah adanya ketentuan/
aturan yang bers�fat umum dapat 
member�kan pemahaman kepada 
subjek hukum untuk mengetahu� 
perbuatan apa yang boleh atau t�dak 
boleh d�lakukan. Substans� yang 
kedua adalah merupakan jam�nan 
perl�ndungan hukum bag� subjek 
hukum dar� kesewenang-wenangan 
t�ndakan pemer�ntah. Dengan adanya 
aturan hukum yang bers�fat umum 
�tu subjek hukum dapat mengetahu� 
dan memaham� terka�t dengan hal-
hal apa saja yang dapat d�bebankan 
atau d�lakukan Negara terhadapnya. 
Kepast�an hukum bukan hanya berupa 
pasal-pasal dalam undang-undang 
mela�nkan juga adanya kons�stens� 
dalam putusan hak�m antara putusan 
hak�m yang satu dengan putusan hak�m 
la�nnya untuk kasus yang serupa yang 
telah d� putuskan.11 

Pasal 28 ketentuan Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nas�onal 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Pel�mpahan Kewenangan Pember�an 
Hak Atas Tanah Dan Keg�atan 
Pendaftaran Tanah belum member�kan 
adanya kepast�an hukum dalam hal 
perjanj�an pember�an Hak Guna 
Bangunan dengan pemegang hak PT. 
Pan Pasific Nirwana Resort yang 
jangka waktunya mas�h berlaku sejak 
peraturan �n� d�sahkan. 

Kepast�an hukum merupakan 
11 Peter Mahmud Marzuk�, 2008, Pengantar 

Ilmu Hukum, Kencana Pranada Med�a 
Group, Jakarta, hlm.158
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hal yang sangat pent�ng. Dengan 
mengelaboras� teor� hukum d�atas 
penul�s berpandangan bahwa adanya 
ketentuan/aturan yang bers�fat umum 
dapat member�kan pemahaman kepada 
subjek hukum yang terd�r� dar� orang 
atau badan hukum untuk mengetahu� 
perbuatan apa yang boleh atau t�dak 
boleh d�lakukan serta merupakan 
jam�nan perl�ndungan hukum bag� 
subjek hukum dar� kesewenang-
wenangan t�ndakan pemer�ntah. 
Perkaban �n� t�dak mencakup tentang 
l�ngkup kewenangan PPAT dalam 
tugasnya melakukan keg�atan 
pendaftaran tanah salah satunya adalah 
Hak Guna Bangunan dengan Akta 
Pember�an Hak Guna Bangunan. 

Keabsahan Akta Notar�s/PPAT 
dalam Pember�an Hak Guna Bangunan 
terhadap PT. Pan Pasific Nirwana 
Resort d�atas tanah seluas 103 hektar 
yang jangka waktunya mas�h berlaku 
d�kaj� menurut ketentuan Pasal 4, Pasal 
28 Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nas�onal Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Pel�mpahan Kewenangan Pember�an 
Hak Atas Tanah Dan Keg�atan 
Pendaftaran Tanah jo Pasal 1320 KUH 
Perdata adalah t�dak sah. Pasal 1320 
menyatakan bahwa ada empat syarat 
yang harus d�penuh� untuk tercapa�nya 
persetujuan yang sah ya�tu:
a. Kesepakatan mereka yang 

meng�katkan d�r�nya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu 

per�katan;

c. Suatu pokok persoalan tertentu;

d. Suatu sebab yang t�dak 
terlarang.
Akta pember�an Hak Gunan 

Bangunan dalam kasus Pan Pasific 
Nirwana Resort bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata 
tentang sarat sahnya perjanj�an yakn� 
suatu sebab yang t�dak terlarang. 
Suatu perjanj�an harus memenuh� 
syarat subjekt�f dan sarat obyekt�f. 
Syarat subjekt�f t�dak terpenuh� maka 
ak�bat hukum perjanj�an adalah dapat 
d�batalkan (vernietigbar). Syarat 
objekt�f t�dak terpenuh� maka ak�bat 
hukum perjanj�an adalah batal dem� 
hukum (nietig).12

Objek perjanj�an Hak Guna 
Bangunan dengan pemegang hak 
PT. Pan Pasific Nirwana Resort 
seluas 103 Hektar. Hal �n� secara 
tegas bertentangan dengan ketentuan 
Pasal 4 huruf (b) Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nas�onal Nomor 
2 Tahun 2013 tentang Pel�mpahan 
Kewenangan Pember�an Hak Atas 
Tanah Dan Keg�atan Pendaftaran 
Tanah d�nyatakan bahwa pember�an 
Hak Guna Bangunan untuk badan 
hukum atas tanah yang luasnya t�dak 
leb�h dar� 20.000 M² (dua puluh r�bu 
meter perseg�) setara dengan 2 Hektar. 
Ak�bat hukum dar� perjanj�an �n� 
adalah batal dem� hukum karena t�dak 
terpenuh�nya syarat objekt�f yakn� 
suatu sebab yang t�dak terlarang atau 
bertentangan dengan undang-undang. 
Dengan dem�k�an perjanj�an d�anggap 
12 Hab�b Adj�e, 2011, Kebatalan dan Pembatalan 

Akta Notaris, PT. Ref�ka Ad�tama Bandung, 
hlm..65
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t�dak pernah ada dan t�dak meng�kat 
s�apapun.

IV.  KESIMPULAN
1. Impl�kas� asas retroakt�f 

terhadap perjanj�an pember�an 
hak guna bangunan dalam s�stem 
hukum pertanahan  d� Indones�a 
menurut ketentuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agrar�a (UUPA) adalah 
terdapat ket�dakpast�an hukum 
dalam konsep hukum perjanj�an 
Hak Guna Bangunan dengan 
jangka waktu mas�h berjalan dan  
ke depannya d� sahkan suatu 
peraturan baru oleh pemer�ntah 
yang menyebabkan perjanj�an 
sebelumnya terjad� pertentangan 
secara normat�f apakah 
menggunakan asas retroaktif 
atau non retroaktif .

2. Keabsahan Akta Notar�s/PPAT 
dalam Pember�an Hak Guna 
Bangunan terhadap Badan 
Hukum Pr�vat yang jangka 
waktunya mas�h berlaku d�kaj� 
menurut ketentuan Pasal 
28 Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nas�onal Nomor 2 
Tahun 2013 tentang Pel�mpahan 
Kewenangan Pember�an Hak 
Atas Tanah Dan Keg�atan 
Pendaftaran Tanah jo Pasal 
1320 KUH Perdata serta dengan 
menggunakan pendekatan kasus 
PT. Pan Pasific Nirwana Resort 
adalah t�dak sah. Akta pember�an 

Hak Gunan Bangunan dalam 
kasus PT. Pan Pasific Nirwana 
Resort bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 1320 tentang 
sarat sahnya perjanj�an tentang 
suatu sebab yang d�larang. 
Objek perjanj�an Hak Guna 
Bangunan dengan pemegang 
hak PT. Pan Pasific Nirwana 
Resort seluas 103 Hektar. Hal 
�n� secara tegas bertentangan 
dengan ketentuan Pasal 4 huruf 
(b) Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nas�onal Nomor 2 
Tahun 2013 tentang Pel�mpahan 
Kewenangan Pember�an Hak 
Atas Tanah Dan Keg�atan 
Pendaftaran Tanah d�nyatakan 
bahwa pember�an Hak Guna 
Bangunan untuk badan hukum 
atas tanah yang luasnya t�dak 
leb�h dar� 20.000 M² (dua puluh 
r�bu meter perseg�) setara dengan 
2 Hektar. Ak�bat hukum dar� 
perjanj�an �n� adalah batal dem� 
hukum karena t�dak terpenuh�nya 
syarat objekt�f yakn� suatu sebab 
yang t�dak bertentangan dengan 
ketentuan undang-undang. 
Dengan dem�k�an perjanj�an 
d�anggap t�dak pernah ada dan 
t�dak meng�kat s�apapun.

DAFTAR PUSTAKA
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